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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal 

dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga 

Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Gerakan 

reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip 

dempkrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan 

pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang 

mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya system 

pendidikan sebagai sitem pranata social yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehmgga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan 

pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program 

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan 

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Prinsip 

Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut: 



  

2 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 

dengan sistem terbuka dan multimakna. 

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

4. pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

6. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

7. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 

dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Pada lampiran UU 23 tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan 

bidang Pendidikan pada daerah Provinsi membidangi urusan manajemen 

Pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan 

Pendidikan dan Bahasa dan sastra.  Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah 

No 57 tahun 2021 tentang standar nasional Pendidikan. Peran Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem 

Pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, 

serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibantu oleh 

lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif.Penyempurnaan 

pengaturan mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan Lembaga mandiri akan memotret mutu secara lebih 

komprehensif, meliputi efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi 

pembelajararl, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas 

proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan Pendidikan, serta jumlah, 

distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang 

komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala Satuan 
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Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi diri dan 

perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan 

mutu pembelajar 

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk 

usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang 

kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil 

olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2022 jumlah ATS Usia 7-

18 tahun di Jawa Tengah sebesar 559.002 jiwa. Selain partisipasi pendidikan, 

akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses 

pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka 

Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik 

dibandingkan nasional.APK SMA/SMK/Sederajat Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2023 mampu tumbuh hingga 1,16 persen dari tahun 2022. 

Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan APK 

SMA/SMK/Sederajat Nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,99 persen. Zonasi 

juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada perkembangan angka APK 

Kabupaten Pati yang cenderung mengalami peningkatan sementara APK 

Kabupaten Demak cenderung menurun yang berarti dapat diindikasikan 

adanya pemerataan antar wilayah. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota 

bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan. 

Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai 

dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah 

lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun 

demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2023 

menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di 

Jateng sudah mencapai 92,53% pada tahun 2022.  Kondisi ini menggambarkan 

adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah 

berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.  

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa 

Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota 

belum merata. SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi 
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dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap 

atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan 

kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah 

diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi 

pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di 

sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas 

layanan Pendidikan. Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu 

pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan 

merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan 

maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas 

guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan 

numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan 

di Jawa Tengah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya 

permasalahan yang serius pada sistem penyelenggaran Pendidikan. 

Mengingat pentingnya sistem penyelenggaran Pendidikan untuk mencapai 

tujuannya dan profitabilitas pendidikan maka peneliti perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di 

Provinsi Jawa Tengah. 

1.2 Maksud Dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah Penyusunan Kajian tentang Analisis 

Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 

1.2.2 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Kajian tentang Analisis Regulasi 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yaitu sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. 
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2. Analisis kondisi eksisting Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di 

Provinsi Jawa Tengah 

3. Analisis strategi program Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di 

Provinsi Jawa Tengah 

1.3 Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan  Kajian tentang 

Analisis Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4 

Tahun 2022 

4. Peraturan Presiden No 62 Tahun 2021 tentang Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

5. Peraturan Daerah Jawa Tengah No 1 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi sistem pendidikan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Kajian tentang Analisis Regulasi Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan antara lain meliputi: 
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1. Identifikasi aspek Sistem Penyelenggaraan Pendidikan: Menentukan 

aspek-aspek serta penjelasan umum mengenai Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan 

2. Analisis data: Analisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami 

terkait Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Evaluasi dan Pembuatan Kajian: Evaluasi terhadap data dan informasi 

yang telah dikumpulkan, serta melakukan penyusunan Kajian tentang 

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

 

1.5 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang 
permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul 
kajian, dasar hukum dan sistemaika penulisan yang akan 
memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian 
ini.  

BAB II  KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI  

Pada bab ini menjelaskan mengenai Konsep dan teori, serta 
metodologi yang dikaji dan sekaligus menjadi salah satu dasar 
dan sumber rujukan (referensi) penyusunan kajian.  

BAB III  GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum terkait 
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan  

BAB IV  HASIL PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari hasil-hasil yang 
telah didapatkan dalam penelitian. Uraian yang akan dipaparkan 
oleh peneliti yaitu mengenai data yang telah dikumpulkan 
beserta dengan analisis dan pembahasannya  

BAB V PENUTUP 
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Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran 
atau rekomendasi yang diberikan peneliti kepada pihak terkait 
sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan 
yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pada pokok permasalahan 
yang telah dibahas.  
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BAB 2  

KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Otonomi Daerah 

Mengacu pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mengenai konsep otonomi daerah yang memberikan kewenangan 

daerah dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber – sumber 

potensi untuk menentukan kebijakan daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi 

daerah secara konstitusional terdapat pada pasal 18 UUD 1945 ayat (2) yang 

berbunyi: “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan”.  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan 

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Prinsip Otonomi Daerah terdiri dari: 

• Prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah 

dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan 

mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan 

semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang 

politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal 

nasional.  
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• Prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi di mana daerah 

diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang 

berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata 

sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.  

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi 

yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan 

maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerahnya 

masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang memberikan 

kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengelola daerahnya secara mandiri. Hal ini pemerintah daerah memiliki 

hak untuk membuat kebijakan – kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik daerah yang di kelolanya, tanpa campur tangan dari pemerintah 

pusat. Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1999 dengan di 

keluarkannya Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah. Kemudian, pada tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk memperkuat pelaksanaan 

otonomi daerah. Maka dari itu suatu daerah otonom adalah daerah yang self 

govervement, self sufficiency, self authority, dan self regulation maupun 

horizontal karena daerah otonom memiliki actual independence. (Suparto, 

2014) 

Tujuan dan Kebijakan Otonomi daerah ada 2 (dua) yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umum kebijakan otonomi daerah adalah 

meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh 

unsur bangsa yang beragam di dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia 

yang utuh. Adapun tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah;  

1. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud 

suatu pemerintahan local yang bersih, efisien, transparan, responsive, 

dan akuntabel.  
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2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan urgensi 

keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan. 

3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para 

pemimpin mereka secara langsung dan demokratis.  

4. Membangun kesaling – percayaan antar masyarakat dan pemerintah 

dipihak lain. (Apituley, 2019) 

Dalam tujuan dan kebijakan otonomi daerah tersebut dapat membantu 

Pemerintah Daerah dalam meningkatan kualitas pelayanan publik yang baik 

dan membangun kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.  

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia juga memiliki sebuah 

asas dalam pelaksanaannya, menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 

2014 Tentang pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tiga asas, yaitu:  

1. Asas Desentralisasi, merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam 

daerah yang bersangkutan untuk secara bertingkat dengan alat 

kelengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya 

atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari 

kebijakan pemerintahan pusat.  

2. Asas Dekonsentrasi, merupakan prinsip sistem pemerintahan yang 

melakukan pelimpahan sebagian kewenangan dari kewenangan 

pemerintah pusat yang ada di suatu wilayah dalam hubungan 

hierarkis antara atasan dan bawahan secara bertingkat 

menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di wilayah itu, 

menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta beban biaya dari 

Pemerintahan Pusat.  

3. Tugas Pembantuan, melaksanakan urusan pemerintahan dari 

pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasannya, dengan 

kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang 

menugaskan. Tugas pembantu dapat pula diartikan sebagai 

pelimpahan wewenang perundang – undangan, untuk membuat 
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peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah 

pusat.  

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Indonesia 

membutuhkan faktor pendukung terselenggaranya otonomi daerah, yaitu 

kemampuan sumber daya manusia yang ada, ketersediaan sumber daya alam 

dan peluang ekonomi daerah. (Simbolon, 2023) 

Di era otonomi daerah, Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan 

oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 

berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan 

DAK) maupun dari pinjamin. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio 

kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 

ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian 

pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas 

keberhasilan pembangunan yang ditunjukan oleh daerah.  

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar 

kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun 

dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. 

(Prayitno, 2018) 

2.1.2 Good Governance 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-

masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 

satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran 

pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan 
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infrastruktur akan bergeser menjadi aktor pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut 

redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran, warga 

yaitu adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk 

memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.  

Penerapan Good Governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas 

rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih 

berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi 

secara universal. Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan 

adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna 

mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintah 

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga 

dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. Hal ini dapat pula menjadi faktor 

pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa: 

• Mengikutsertakan semua pihak transparansi dan bertanggung jawab, 

efektif dan adil.  

• Menjamin adanya supremasi hukum.  

• Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsensus masyarakat.  

Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya 

pembangunan.  berbagai proses pemerintahan, baik itu dari segi proses 

perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan 

birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, dan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam ruang 

lingkup pemerintahan, agar berjalan secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri Good Governance yaitu:  
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Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan 

pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’espirit 

des Lois” (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant 

dengan sebutan trias politica. Secara garis besar trias politica merupakan 

model pemerintahan yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas 

pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan yang masing-masing berdiri 

sendiri atau lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 

1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk 

undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-

undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi 

peradilan. 

Paradigma secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen 

suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan 

dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan 

menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; 

c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the 

economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of 

human and physical resouces . Secara fungsi utamanya penyelenggaran proses 

pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan 

Ryaas Rasyid yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan 

penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 

segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber 

daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan 

negara ataupun dengan negara lain.  

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem 

kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal dari 

adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB 

maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-

negara yang sedang berkembang. Proses perkembangan selanjutnya good 

governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan 

pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut 
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dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur 

dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi 

salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu 

negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat 

dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama 

kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang 

mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik 

dan korupsi. Di dalam literatur governance didefinisikan secara variatif oleh 

beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.  

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik 

(good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), yang meliputi:  

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak 

dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, 

berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 

kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak 

hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh 

mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, 

evaluasiserta pemanfaatan hasil-hasilnya.  

2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governancedilaksanakan 

dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan 

hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh 

karena itu langkah awal penciptaan good governanceadalah 

membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak 

(software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya 

manusia yang menjalankan sistemnya (human ware). 

3. Transparansi (Transparancy)Keterbukaan adalah salah satu 

karakteristik good governanceterutama adanya semangat zaman 

serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan 
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mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua 

kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti 

keterbukaan (openness) aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi 

lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa 

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan 

proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang 

dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah 

adanya kebijakanterbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. 

Keterbukaan informasi diharapkan mampu menghasilkan 

persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

berdasarkan preferensi publik. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness) Responsivenesssebagai 

konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang 

terlibat dalam proses pembangunan good governanceperlu 

memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap 

stakeholders. 

5. Consesus Orientation Good Governancemenjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun 

prosedur 

6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.  

7. Effectiveness and EfficiencyProses dan lembaga menghasilkan 

sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan 
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sumber yang tersedia sebaik mungkin untuk kepentingan internal 

atau eksternal organisasi. 

8. Akuntabilitas, Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, 

bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas 

pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga 

akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan 

pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai:“a process where a person or groups of people 

are required to present an account of their activities and the way in 

which they have or have not discharged their duties” (Akuntabilitas 

merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang 

diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka 

sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut 

Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep 

pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat 

dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti 

kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal 

wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang 

karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Ketiga tipe ideal 

ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam 

perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang 

dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada 

prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai 

akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada 

awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah 

digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi 

ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam 

perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah 

untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-

usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada 

penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur 
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yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi 

tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi. 

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus 

mempunyai perspektif good governance dan pengembangan 

manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang 

diperlukan untuk pembangunan semacam ini.  

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana 

terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan 

prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini, bahwa pemerintahan 

yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakatnya. 

 

2.1.3 Pendidikan 

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata “paes” artinya anak dan “agogos” artinya 

membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. 

Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti 

mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa 

Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti 

memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat 

pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni: 

membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau 

potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah 

(pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, 

pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan 

berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi 

latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara 
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mendidik. (Depdiknas, 2013: 326). Ki Hajar Dewantara mengartikan 

pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta 

jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Ahmadi dan Uhbiyati (2007: 70) mengemukakan bahwa pendidikan 

pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, 

serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak 

sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan 

yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus. Abdurrahman Saleh 

Abdullah (2007: 15) menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun 

masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan 

cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai 

tingkat kemajuan paling tinggi Jhon Dewey (2003: 69) menjelaskan bahwa 

“Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Dilain 

pihak Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah 

suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan 

diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk 

berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau 

pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai 

kedewasaanya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu 

melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. 



  

19 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Maunah (2009: 1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses 

pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya Dimana individu hidup. Suardi 

(2010: 7) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil 

pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselengarakan kegigiatan 

pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau 

latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini 

tujuan pendidikan merupakana komponen dari sistem pendidikan yang 

menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik 

perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan. 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Berdasarkan UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Selanjutnya tujuan pendidikan menurut UNESCO Dalam 

Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui 

peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, 

Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan 

baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know 

(belajar menngetahui), (2) learning to do (belajar melakukan sesuatu), (3) 

learning to be (belajar menjadi sesuatu), dan (4) learning to live together 

(belajar hidup bersama). Dimana keempat pilar pendidikan tersebut 

menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ. 
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Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam 

rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan Penyelenggaraan pendidikan. 

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan 

diselenggarakan sebagai satu  kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka 

dan multimakna. Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu 

penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan 

multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi 

pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, 

serta berbagai kecakapan hidup. 

Ilmu pendidikan adalah ilmu yg mempelajari serta memproses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, 

cara, pembuatan mendidik. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat 

bersifat: 

1 Empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 

2 Rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia 

tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. 

3 Normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang 

buruk. 

4 Histories, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem 

pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang 

kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu.  
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5 Praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan 

pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. 

Kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu yang lain 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu llmu 

pengetahuan yang membahas masalah yamg berhubungan dengan 

pendidikan, sedangkan, definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu 

sendiri yaitu: 

1 Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. 

2 Meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisis sesuatu 

- termasuk pendidikannya. 

3 Meningkatkan kedewasaan individu. 

Untuk perkembangan Negara, diperlukan pendidikan yang menghargai 

kreativitas dan supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih 

baik, dan tidak hanya meng-copy dari negara lain. Pendidikan adalah 

fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia dimana ada 

kehidupan disitu pasti ada pendidikan. 

 

2.1.4 Sistem Pendidikan 

Sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka 

melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-

nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh 

masyarakat itu sendiri. Sistem pendidikan pada hakikatnya adalah 

seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya 

masyarakat yang dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk dan model 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar 

cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin Sistem pendidikan juga 

merupakan suatu strategi atau cara yang akan di pakai untuk melakukan 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut 

dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan 

untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Sistem Pendidikan yang baik terdiri 

atas beberapa hal, diantaranya: (1) Organisasi yang baik; (2) Pengelolaan yang 
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transparan dan akuntabel; (3) Ketersediaan rencana pembelajaran dalam 

bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai dengan pasar kerja; (4) 

Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang akademik dan 

non akademik yang handal dan profesional; dan (5) Ketersediaan sarana 

prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang 

kondusif. 

Abu Ahmadi (1991: 102) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai sistem 

dapat ditinjau dari dua hal:  

1. Sistem pendidikan secara mikro 

Pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan 

peserta didik, sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui proses 

interaksi dan komunikasi. Oleh karena itu, fungsi pendidik adalah 

sebagai pengyampai materi melalui kegiatan pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas. 

2. Sistem pendidikan secara makro 

Sistem pendidikan menyangkut berbagai hal atau komponen yang lebih 

luas lagi, yaitu : 

a. Input (masukan), berupa sistem nilai dan pengetahuan, sumber daya 

manusia, masukan instrumental berupa kurikulum, silabus, dan lain-

lain. Sedangkan masukan sarana termasuk di dalam fasilitas dan 

sarana pendidikan yang harus disiapkan. Unsur masukan (input), 

contohnya peserta didik. 

b. Proses, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar 

atau proses pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam 

komponen proses ini termasuk di dalamnya telaah kegiatan belajar 

dengan segala dinamika dan unsur yang mempengaruhinya, serta 

telaah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik untuk 

memberi kemudahan kepada peserta didik dalam terjadinya proses 

pembelajaran. Unsur proses contohnya metode atau cara yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Keluaran (Output), yaitu hasil yang diperoleh pendidikan bukan 

hanya terbentuknya pribadi yang memiliki pengetahuan, sikap, dan 
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keterampilan sesuai yang diharapkan. Namun juga keluaran 

pendidikan mencakup segala hal yang dihasilkan berupa kemampuan 

peserta didik (human behavior), produk jasa (services) dalam 

pendidikan seperti hasil penelitian, produk barang berupa karya 

intelektual ataupun karya yang sifatnya fisik material. 

 
2.1.5 Komponen-komponen Pendidikan 

Komponen-komponen dalam Pendidikan meliputi: 

a. Pendidik 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39, pendidik meruapakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan embimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I pasal 1, Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengartikan bahwa Guru adalah pendidik dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus 

memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Syaiful Sagala (2009: 

29) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 
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dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pada Pasal !0 

A menjelaskan tentang Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang 

dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum 

memenuhi kualifikasi akademik S-l/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat 

Pendidik dapat diangkat menjadi Guru. Pengangkatan Guru yang 

memiliki keahlian khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diperuntukkan bagi Guru produktif pada SMK; 

b. belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang 

menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus; dan 

c. tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi khusus pegawai negeri 

sipil. 

Pengangkatan menjadi guru dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan 

uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

b. Peserta didik 

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian peserta didik 

adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai 

dengan cita-cita dan harapan masa depan. 

Hasbullah (2010: 121) berpendapat bahwa siswa sebagai peserta 

didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan 

proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak 

akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah 

yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha 

memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. 

Menurut Danim (2010: 4), karakteristik peserta didik adalah totalitas 

kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi mereka sebagai hasil 

dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya, sehingga 

menentukan pola aktivitasnya dalam mewujudkan harapan dan meraih 
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cita-cita. Karena itu, upaya memahami perkembangan peserta didik 

harus dikaitkan atau disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. 

Ada empat hal dominan dari karakteristik siswa, yaitu: 

1. Kemampuan dasar, misalnya, kemampuan kognitif atau intelektual, 

afektif, dan psikomotor. 

2. Latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, 

dan sebagainya. 

3. Perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, 

dan lain-lain. 

4. Cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan 

lainlain. 

Ketika memasuki satuan pendidikan formal atau sekolah, peserta 

didik memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak dan Kewajiban itu antara 

lain diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam UU 

ini disebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan 

berhak: 

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya. 

3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya. 

4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya. 

5. Pendah ke program pendidikan pada jalur dan satuan Pendidikan 

lain yang setara. 

c. Kurukulum 

Pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan senantiasa 

diawali dengan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar berkaitan 

dengan filosofi kurikulum, yakni pertanyaan tentang apakah yang 

dimaksud kurikulum itu (what do think about curriculum?) dan 
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bagaimana kurikulum itu bisa diimplementasikan (how do we think 

about these matter?), serta pertanyan tentang how to think and how to 

learn? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya sangat 

diperlukan mengingat posisi kurikulum sangatlah penting dan strategis 

dalam mengarahkan pada nation character building suatu bangsa. 

Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka perlu 

dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam baik dalam membangun 

paradigma pada tataran filosofis maupun pada tataran praktis. Tentunya 

dalam penyusunan kurikulum tersebut harus benar-benar mengacu 

pada penetapan tujuan apa yang diinginkan dalam sebuah kurikulum 

dan strategi apa yang digunakan dalam pengimplementasian kurikulum 

tersebut. Selain itu apakah dalam penentuan kurikulum tersebut 

melibatkan semua pihak yang kompeten dan berkaitan dengan 

kurikulum tersebut, semisal guruguru, siswa, orang tua, asosiasi profesi, 

masyarakat pendidikan, pemerintah maupun komponen masyarakat 

lainnya yang menjadi stake holder dari setiap produk kurikulum yang 

digunakan. Kurikulum sebagai sebuah sistem dalam pendidikan 

memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dimana pada ujungnya 

memposisikan aktivitas pembelajaran sebagai ujung tombak atau 

jantung kurikulum sebagai pembentuk pengalaman belajar siswa, posisi 

ini tentunya menjadi penting, karena meskipun tujuan dan sasaran, isi 

dan prosedur yang telah ditetapkan adalah sempurna, tidak akan 

berhasil dan menjadi hal yang sia-sia bilamana tidak dibarengi 

penampakan aktivitas pembelajaran yang juga sempurna, baik dalam 

efektivitas maupun efisiensinya. Kurikulum menurut Zais (1976) 

dikonseptualisasikan meliputi empat komponen dasar sebagai berikut: 

1. komponen kurikulum tujuan (aims, goals, objectives) merupakan 

kekuatan yang fundamental dalam mengarahkan pada output dan 

outcomes yang diharapkan, mengarahkan dan memfokuskan pada 

pelaksanaan program pendidikan.  

2. Isi (content) kurikulum adalah sekumpulan fakta, observasi data, 

persepsi, ketajaman perasaan, perencanaan dan solusi yang 
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tergambarkan dari apa yang dipikirkan yang secara keseluruhan 

diambil dari pengalaman dan konstruk-konstruk dari pikiran yang 

diorganisasi dan disusun produk-produk dari pengalaman kedalam 

pengetahuan, ide, konsep, kesimpulan, prinsip, perencanaan, dan 

solusi-solusi. 

3. Terminologi aktivitas pembelajaran dan pengalaman pembelajaran 

digunakan untuk mengindikasikan tugas-tugas siswa yang 

dilakukan untuk mencapai performansinya. Aktivitas pembelajaran 

mengarahkan pada elemen-elemen dasar dari situasi belajar dan 

pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Sedangkan 

pengalaman pembelajaran menurut beberapa menulis, merupakan 

perencanaan situasi pembelajaran yang mengarahkan pada 

pengalaman yang dimiliki siswa, yakni pada persepsi dan interaksi 

dengan pembelajaran yang telah dimiliki Tyler (1949) 

mengidentifikasikan tiga kriteria dasar dalam pengorganisasian 

pembelajaran, yakni:  

a. Kesinambungan/continuity, yakni pengulangan secara vertikal 

elemen-elemen utama kurikulum. Aktivitas pembelajaran 

dengan memberikan kesempatan untuk mengulang dan 

melanjutkan pada aktivitas selanjutnya  

b. Urutan/sequence, yakni bukan hanya pengulangan aktivitas 

tetapi juga tingkat kemajuan dari hal-hal atau isi yang lebih 

sederhana kepada yang lebih kompleks.  

c. Penggabungan/integration, yakni menandakan pada hubungan 

horisontal dalam aktivitas kurikulum, dimana penilaian pada 

setiap tahapan dihubungkan dengan cara penyatuan dan 

pengintegrasian pengalaman bagi siswa.  

4. Evaluasi kurikulum yang difokuskan pada tingkatan pencapaian 

tujuan yang diperoleh siswa. Evaluasi kurikulum dilakukan secara 

komprehensif bukan hanya penilaian pada dokumen tertulis dari 

kurikulum, tetapi yang lebih penting lagi adalah evaluasi terhadap 
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implementasi kurikulum yang meliputi interaksi diantara siswa, 

guru, bahan ajar dan lingkungan belajar. Evaluasi kurikulum 

berupaya untuk memperoleh suatu keberhasilan dan nilai dari 

kurikulum berkaitan dengan desain, materi yang direncanakan, dan 

implementasi. Oleh karena itu evaluasi kurikulum melibatkan semua 

komponen yang kompleks mulai dari tujuan, perencanaan, isi, 

implementasi, proses pembelajaran dan alat pendukung lainnya. Hal 

ini ini sejalan dengan pendapat Longstreet dan Shane (1993:143) 

bahwa: “…curriculum evaluation would include assessment of goals 

and purposes, curriculum design, content selection, curriculum 

implementation, classroom processes, student learning, counseling, 

suplies, equipment, and physical plant facilities 

d. Mutu penyelenggaraan Pendidikan 

Permasalahan yang cukup mendasar dalam semua penyelengaraan 

pendidikan adalah kurikulum, pembelajaran dan manajemen sekolah 

yang kurang kondusif bagi peserta untuk belajar secara optimal karena 

proses pembelajaran yang rendah kualitasnya (rote learning). Proses ini 

belum terbukti mampu menumbuhkan kreativitas belajar, karena 

“menjejali” siswa dengan sejumlah pengetahuan yang tidak berguna 

tetapi harus dihafal dengan beban materi pelajaran yang padat. Oleh 

karena itu diperlukan perubahan mendasar dalam pendekatan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan budaya belajar (learning 

culture) melalui proses yang nyaman, menyenangkan, dan menarik 

sehingga peseta didik dapat belajar optimal. Membangun satuan 

pendidikan yang unggul dan bermutu pada masa mendatang masih 

merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan. 

Pemerintah perlu melakukan langkah serius dalam perbaikan mutu 

dengan membentuk kualitas unggul dalam: kualifikasi & kompetensi 

guru; kurikulum & proses pembelajaran; serta optimasi penyediaan dan 

penggunaan sumber daya utama, seperti: digital library, infrastruktur 

ICT, perpustakaan sekolah, dan laboratorium. Selain itu, penjabaran SNP 
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dengan mengadopsi standar pendidikan yang berlaku secara global. 

Selanjutnya dilakukan peningkatan kapasitas (capacity building) secara 

massif untuk mewujudkan satuan-satuan pendidikan yang mampu 

mengelola dan menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan 

profesional. Kualitas dan keunggulan komparatif lembaga pendidikan 

hanya dapat dicapai jika wawasan mutu dan keunggulan bagi para 

pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan perlu dikembangkan 

untuk mewujudkan mutu yang setara atau bersaing dalam lingkup 

global. Kebijakan sister school dapat dilakukan melalui pelatihan yang 

sistematis bagi kepala sekolah dan guru di dalam suatu kerjasama 

sekolah-sekolah secara internasional dalam: mengadopsi dan 

menjabarkan standar pendidikan, mengembangkan kurikulum dan 

pembelajaran, manajemen sumber daya, CPD (continues professional 

development) bagi guru-guru, evaluasi pembelajaran, dan sejenisnya. 

Berbagai inovasi peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan mulai 

dari tingkatan kebijakan, tingkatan program, hingga tingkat operasional 

oleh guru-guru. Perlu ditetapkan sistem insentif untuk memacu inovasi 

dalam program peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah dan guru 

didorong untuk up-date pendekatan konvensional dalam pengelolaan 

dan pembelajaran yang memang belum terasa dampaknya 

e. Lingkungan Pendidikan 

Menurut Mohammad Surya (2014: 34), lingkungan adalah segala hal 

yang merangsang individu, sehingga individu turut terlibat dan 

mempengaruhi perkembangannya. Sedangkan Zakiah Daradjat 

(2006:63) menjelaskan bahwa dalam arti yang luas lingkungan 

mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, 

pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah 

segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang 

senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia 

maupun benda buatan manusia, atau hal-hal yang mempunyai hubungan 

dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan 
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lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh 

pendidikan kepadanya. 

Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang 

lingkungan, bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, 

memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. 

Misalnya, anak manja biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang 

anaknya tunggal atau anak yang yang nakal di sekolah umumnya di 

rumah mendapat didikan yang keras atau kurang kasih sayang dan 

mungkin juga karena kurang mendapat perhatian gurunya. Dengan 

demikian lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun 

peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi Masyarakat terutama 

yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu.  Seperti 

lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak 

bergaul. Secara umum lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap 

pendidikan adalah: (1). lingkungan fisik atau alam sekitar, (2) 

lingkungan sosio-kultural, (3) lingkungan sosio-budaya dan (4) 

lingkungan teknologi dan informasi. Ada tiga lingkungan pendidikan 

yaitu:  

1. Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama, karena sebelumnya manusia mengenal lembaga pendidikan 

lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian 

antropologis, disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan 

sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah 

keluarga. Di lingkungan keluarga pula siswa akan mendapat nasehat 

atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar. 

Menurut Hakim (2005: 17) Lingkungan keluarga merupakan 

lingkungan utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan 

belajar seseorang. Hal ini karena sebagian besar waktu seorang 

siswa berada di rumah. Dengan adanya hubungan yang harmonis di 
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antara sesame anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan 

belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang 

cukup, suasana lingkungan rumah yang tenang, adanya perhatian 

yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar 

dan pendidikan anak-anaknya. Menurut Slameto (2003:60) faktor-

faktor dari keluarga yang mempengaruhi belajar siswa antara lain:  

a) Cara orang tua mendidik 

b) Relasi Antar Anggota Keluarga 

c) Suasana Rumah 

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

e) Pengertian Orang Tua 

f) Latar Belakang Kebudayaan Keluarga 

2. Lingkungan sekolah 

Menurut Depdiknas (2013: 1144) dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia pengertian sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk 

belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Sedangkan menurut kamus umum bahasa Indonesia 

sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi 

pelajaran. Sedangkan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 1989 

sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan 

berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. 

Berdasarkan paparan di atas maka sekolah adalah suatu Lembaga 

atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi sekolah memiliki 

persyaratan tertentu. Sekolah memiliki jenjang pendidikan tertentu. 

Adapun jenjang pendidikan di sekolah adalah: 

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

PAUD ialah pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada 

anak sejak lahir hingga berusia enam tahun. Pendidikan ini 

diberikan kepada anak usia dini untuk membantu tumbuh 
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kembang jasmani dan rohani anak menuju jenjang pendidikan 

berikutnya. 

b. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar ialah tahapan pendidikan awal selama Sembilan 

tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD/MI) selama enam tahun dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP/MTs) selama 3 tahun. Pendidikan dasar 

sembilan tahun ini merupakan bentuk Program Wajib Belajar yang 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. 

c. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah ialah tahapan pendidikan berikutnya setelah 

pendidikan dasar sembilan tahun. Pendidikan menengah ini 

umumnya disebut dengan Sekolah Menengah Atas 

(SMA/SMK/MA), waktu belajarnya ialah selama tiga tahun. 

d. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan tahapan pendidikan Tingkat lanjutan 

setelah pendidikan menengah dan diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi, adapun beberapa program pendidikan yang termasuk dalam 

pendidikan tinggi ialah: Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor. 

Sebagaimana halnya dengan keluarga dan institusi sosial lainnya, 

sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses 

sosialisasi dan berfungsi mempengaruhi sosialisasi dan berfungsi 

mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Sekolah merupakan 

suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi 

sosial diantara para anggotanya yang bersifat unik pula. Ini kita sebut 

sebagai kebudayaan sekolah. 

Ahmadi (2007:187) menyatakan bahwa kebudayaan sekolah itu 

mempunyai beberapa unsur penting, yaitu: 

• Letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah (gedung, sekolah, 

perlengkapan yang lain). 

• Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-

fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Pribadi-

pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas siswa, 
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guru, non teaching spesialis dan tenaga administrasi. Nilai-nilai 

norma, sistem peraturan dan iklim kehidupan sekolah. Jika menilik 

dari kedudukan keluarga, lembaga atau institusi yang disebut 

sekolah itu mewakili orang tua atau keluarga dalam mendidik anak. 

Itu berarti sekolah merupakan tangan ke dua setelah keluarga yang 

berfungsi untuk mengembangkan / meningkatkan ilmu seseorang 

setelah keluarga. 

Muhammad Ali (2009: 355) disebutkan bahwa fungsi sekolah antara 

lain adalah: 

• Memberi layanan kepada peserta didik agar mampu 

memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan 

akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan.  

• Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat 

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam 

kehidupan. 

• Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup 

bersama ataupun bekerja sama dengan orang lain. Memberi 

layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita 

atau mengaktualisasikan dirinya sendiri.  

3. Lingkungan Masyarakat  

 

2.2 Metodologi 

2.2.1 Metode Penyusunan Kajian 

Metodologi penyusunan Pekerjaan Laporan Kajian Tentang Analisis 

Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2024 menggunakan dasar yang tidak bertabrakan dengan regulasi dan 

juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Metodologi yang 

digunakan dalam Pekerjaan Laporan Kajian Tentang Analisis Regulasi Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 
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didasarkan pada masalah, tujuan, dan hasil regulasi yang harus diterapkan 

kepada berbagai pihak yang terkait.  

Berdasarkan masalah dan tujuan kajian yang telah dipaparkan maka 

metode penelitian yang mungkin diterapkan dalam kajian ini adalah 

menggunakan Metode Normatif Empiris. Metode penelitian hukum normatif 

empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengaan 

ditambah unsur-unsur empiris di dalamnya.  

Metode penelitian normatif empiri ini biasanya digunakan untuk 

mendukung penerapan ketentuan hukum normatif dalam aksi atau 

dampaknya pada tiap peristiwa hukum tertentu. Peristiwa yang dimaksud 

adalah para pihak yang terlibat dalam aktivitas Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kajian analisis ini juga 

dipadukan dengan teori-teori terkait agar secara akademis produk hukum 

yang dihasilkan tidak keluar dari teori yang sudah ada.  

2.2.2 Jenis Dan Sumber Data 

Kajian ini juga didasarkan pada data sekunder yang akan dijadikan 

refrensi tambahan untuk memperdalam materi kajian ini. Data sekunder yang 

dimaksud adalah dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum 

lainnya. Selain itu juga ada hasil penelitian, hasil pengkajian, dan refrensi 

lainnya. Dokumen sekunder ini dibagi menjadi dua yakni dokumen sekunder 

utama dan tambahan. Dokumen sekunder utama berupa beberapa produk 

regulasi mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Undang-Undang 

Perubahan, atau dokumen regulasi turunannya yang berkaitan dengan Sistem 

Keterbukaan Informasi Publik. Data sekunder tambahan yang bisa dimasukan, 

sebagai berikut: 

a) Data sekunder kondisi eksisting Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 

b) Data sekunder Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah.  
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2.2.3 Metode Analisis Data 

Kajian Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah 

menggunakan gabungan dua metode yaitu normatif yuridis dan explanatory 

research. Metode penelitian yang menggunakan dua konsep akan bersifat 

saling melengkapi dan memenuhi aspek substansial pada kajian ini. c 

Explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan objek permasalahan yang diteliti dan dikaitkan hubungannya 

dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sistem 

penyelenggaraan Pendidikan. 

2.2.4 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup tentang Kajian Analisis Regulasi Terhadap Sistem 

Keterbukaan informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah meliputi: 

a. Ruang Lingkup Substansi: memuat dan terbatas pada ruang lingkup yang 

disediakan oleh dinas terkait, data primer yang dapat diperoleh secara 

maksimal dan data sekunder yang bisa diakses menggunakan beberapa 

sumber dan jaringan internet.  

b. Ruang Lingkup Wilayah: Provinsi Jawa Tengah  

 

2.2.5 Kerangka Pikir 

Skema kerangka pikir dalam Kajian Analisis Regulasi Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah diawali dengan penentuan 

permasalahan dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Kemudian, 

penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis beberapa 

aspek yang menjadi bahasan dalam kajian ini. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada bagan berikut ini: 
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Gambar 2-1 Kerangka Pikir 

 

 



  

37 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

BAB 3  

GAMBARAN UMUM DAERAH 

3.1 Profil wilayah 

3.1.1 Aspek Geografi 

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang 

berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa 

Tengah terletak antara 5040’ - 8030’ Lintang Selatan dan antara 108030’ – 

111030’ Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 

km2 atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari 

luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatas dengan Laut Jawa di 

sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, 

Provinsi Jawa Barat du sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah 

timur 

 

Gambar 3-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Secara adiminstratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten 

dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa 
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tengah terdapat 7.809 desa dan 769 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi 

Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di 

Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di 

sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan 

Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 

25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah 

No Kabupaten/Kota Ibukota 
Kabupaten/Kota 

Luas (km2) Presentase 
(%) 

Kabupaten/Regency 

1 Cilacap Cilacap 2.323,93 6,77 

2 Banyumas Purwokerto 1.391,15 4,05 

3 Purbalingga Purbalingga 805,76 2,35 

4 Banjarnegara Banjarnegara 1.144,9 3,33 

5 Kebumen Kebumen 1.334,1 3,89 

6 Purworejo Purworejo 1.081,96 3,15 

7 Wonosobo Wonosobo 1.011,62 2,95 

8 Magelang Mungkid 1.129,98 3,29 

9 Boyolali Boyolali 1.096,59 3,19 

10 Klaten Klaten 701,5 2,04 

11 Sukoharjo Sukoharjo 493,53 1,44 

12 Wonogiri Wonogiri 1.905,74 5,55 

13 Karanganyar Karanganyar 803,05 2,34 

14 Sragen Sragen 994,57 2,90 

15 Grobogan Purwodadi 2.023,85 5,89 

16 Blora Blora 1.957,29 5,70 

17 Rembang Rembang 1.034,54 3,01 

18 Pati Pati 1.572,90 4,58 

19 Kudus Kudus 447,44 1,30 

20 Jepara Jepara 1.020,25 2,97 

21 Demak Demak 977,77 2,85 
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No Kabupaten/Kota Ibukota 
Kabupaten/Kota 

Luas (km2) Presentase 
(%) 

22 Semarang Ungaran 1.019,27 2,97 

23 Temanggung Temanggung 864,83 2,52 

24 Kendal Kendal 1.008,12 2,94 

25 Batang Batang 857,27 2,50 

26 Pekalongan Kajen 892,91 2,60 

27 Pemalang Pemalang 1.134,41 3,30 

28 Tegal Slawi 983,9 2,87 

29 Brebes Brebes 1.744,81 5,08 

Kota/Municipality 

1 Magelang Magelang 18,56 0,05 

2 Surakarta Surakarta 46,72 0,14 

3 Salatiga Salatiga 54,98 0,16 

4 Semarang Semarang 370 1,08 

5 Pekalongan Pekalongan 46,20 0,13 

6 Tegal Tegal 39,08 0,11 

Jawa Tengah  32.800,69 100 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024 

 

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah 

dengan luas wilayah 2.323,93 km2 (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangan 

kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km2 (1,08% dari luas Jawa 

Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang 

dengan luas 18,56 km2 (0,05% dari luas Jawa Tengah). 



  

40 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Gambar 3-2 Persentase Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

3.1.2 Aspek Demografi 

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang 

diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil 

pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset 

manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. 

Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai 

subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. 

Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban 

pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila 

disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang 

rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jaw Tengah 2024, jumlah penduduk Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak 37.892, 28 jiwa yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

 

Cilacap; 6,77%Kota Magelang; 
0,05%Kota Semarang; 

1,08%
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Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa 

Tengah, 2023 

Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk Kepadatan (Jiwa/km2) 

2022 2023 2022 2023 

Kabupaten     

Cilacap 1.988.622 2.008  1.138  893 

Banyumas 1.806.013 1.829  930  1.377 

Purbalingga 1.019.840 1.027  1.360  1.321 

Banjarnegara 1.038.718 1.047  1.311  984 

Kebumen 1.376.825 1.398  971  1.048 

Purworejo 778.257 788,27  1.073  762 

Wonosobo 896.346 909,66  752  924 

Magelang 1.312.573 1.330,66  910  1.226 

Boyolali 1.079.952 1. 090,13  1.209  1.008 

Klaten 1.275.850 1.284  1.064  1.834 

Sukoharjo 916.627 932,68  1.946  1.999 

Wonogiri 1.057.087 1.051,09  1.964  586 

Karanganyar 947.642 955,12  580  1.244 

Sragen 992.243 997,49  1.227  1.003 

Grobogan 1.470.150 1.493  1.048  756 

Blora 888.224 901,62  744  461 

Rembang 650.770 660,17  495  636 

Pati 1.339.572 1.359  642  864 

Kudus 856.472 874,63  898  2.057 

Jepara 1.192.811 1.221,09  2.014  1.216 

Demak 1.223.217 1.241  1.188  1.382 

Semarang 1.068.492 1.080,65  1.363  1.137 

Temanggung 799.764 808,45  1.128  929 

Kendal 1.033.367 1.053  919  1.050 

Batang 813.791 828,88  1.031  967 

Pekalongan 986.455 1.007  1.031  1.205 

Pemalang 1.500.754 1.523,62  1.180  1.366 

Tegal 1.623.595 1.655  1.483  1.682 
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Kabupaten/ Kota Jumlah Penduduk Kepadatan (Jiwa/km2) 

2022 2023 2022 2023 

Brebes 2.010.617 2.043,08  1.846  1.152 

Kota 

Magelang 121.675 122,15  6.715  6.585 

Surakarta 523.008 526,87  11.878  11.258 

Salatiga 195.065 198,92  3.683  3.618 

Semarang 1.659.975 1.694,74  4.442  4.534 

Pekalongan 309.742 317,52  6.889  7.017 

Tegal 278.299 282,78  8.069  7.123 

TOTAL 37.032.410 37.540,96  1.138  200 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024 

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kabupaten dengan jumlah 

penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes (2.043.080 jiwa / 5,4% dari 

total penduduk) dan Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa / 5,4% dari total 

penduduk). Sedangkan kota yang memiliki jumlah penduduk paling rendah 

adalah Kota Magelang dengan jumlah 122.150 jiwa atau setara dengan 0,33% 

dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. 

 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024 

Gambar 3-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023 
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Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota 

Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling 

tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km2. Sedangkan wilayah yang memiliki 

tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten 

Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km2. 

 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024 

Gambar 3-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023 

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah juga ditinjau berdasarkan 

struktur usia dari penduduknya. Selain itu, aspek demografi suatu wilayah 

juga dapat ditinjau berdasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk wilayah 

tersebut. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok 

umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Rentang Umur 

(tahun) 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki - Laki Perempuan 

0-4 1.426.660 1365660 2.792.320 

461

11.258

Blora

Rembang

Purworejo

Cilacap

Temanggung

Banjarnegara

Boyolali

Kendal

Brebes

Jepara

Karanganyar

Pemalang

Demak

Klaten

Kudus

Kota Semarang

Kota Pekalongan

Kota Surakarta
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Rentang Umur 

(tahun) 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki - Laki Perempuan 

5-9 1.374.640 1315833 2.690.473 

10-14 1.405.280 1332840 2.738.120 

15-19 1.443.570 1357180 2.800.750 

20-24 1.464.520 1385660 2.850.180 

25-29 1.486.760 1408520 2.895.280 

30-34 1.470.270 1408660 2.878.930 

35-39 1.438.170 1396350 2.834.520 

40-44 1.385.610 1372580 2.758.190 

45-49 1.309.380 1326710 2.636.090 

50-54 1.195.340 1231570 2.426.910 

55-59 1.056.360 1108150 2.164.510 

60-64 875.080 924970 1.800.050 

65-69 677.070 720900 1.397.970 

70-74 450.010 497290 947.300 

75+ 401.200 521650 922.850 

Total 18.859.920 18.674.523 37.534.443 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024 

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan 

perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan 

jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan 

adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis 

kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki – laki dan 

penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2:49,8. Keseimbangan rasio 

gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada 

distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, 
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hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi 

dalam wilayah tersebut relatif stabil 

Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, 

rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun 

yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada 

penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi 

yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran 

grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila dibandingkan dengan 

generasi yang lebih tua. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di 

masa mendatang juga akan melimpah.  

 Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus 

dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan 

berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. 

Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting 

untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk 

mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, 

perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang 

karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem 

kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan 

reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam 

piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami 

dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis 

yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong 

pertumbuhan berkelanjutan. 

3.1.3 Aspek Perekonomian 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator penting untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam 

suatu periode tertentu. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah 

barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian 

di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam 
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kurun waktu satu tahun. Dalam perhitungannya, PDRB dapat menggunakan 

dua harga, yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga 

berlaku adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB harga konstan 

adalah nilai dari suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar 

untuk harga tersebut. 

Tabel 3.4 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 

Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023 (Miliar Rupiah) 

NO  Lapangan Usaha ADHK 

2020 2021 2022 2023 

1  Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan  

126.112  127.066  130.763  131.397  

2  Pertambangan dan 
Penggalian  

21.385  22.326  20.943  21.263  

3  Industri 
Pengolahan  

325.618  333.240  346.170  361.085  

4  Pengadaan Listrik 
dan Gas  

1.105  1.171  1.215  1.299  

5  Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang  

703  745  752  783  

6  Konstruksi  99.381  106.701  108.658  115.212  

7  Perdagangan Besar 
& Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor  

139.233  147.313  153.670  161.331  

8  Transportasi dan 
Pergudangan  

23.565  24.336  42.103  45.523  

9  Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum  

30.774  32.595  38.132  42.417  

10  Informasi dan 
Komunikasi  

58.739  62.289  63.847  70.659  

11  Jasa Keuangan dan 
Asuransi  

27.106  27.546  27.691  28.289  
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NO  Lapangan Usaha ADHK 

2020 2021 2022 2023 

12  Real Estate  18.730  19.133  20.107  21.495  

13  Jasa Perusahaan  3.703  3.817  4.051  4.344  

14  Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib  

24.687  24.529  24.915  25.944  

15  Jasa Pendidikan  38.948  38.975  39.589  41.952  

16  Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial  

9.454  9.472  9.710  10.275  

17  Jasa lainnya  15.984  16.069  17.963  19.294  

 PDRB 965.227  997.321  1.050.278  1.102.563  

Sumber BPS, 2023 

PDRB ADHK yang dihasilkan Jawa Tengah pada tahun 2023 mencapai 

1.102.563 miliar rupiah. Nilai ini naik 52.285 miliar rupiah dari tahun 2022. 

nilai PDRB ADHB pada tahun 2023 sebesar 1.696.795 miliar rupiah. Secara 

nilai nominal, PDRB ADHB tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 

137.224 miliar rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 1.559.571 miliar rupiah.  

Dari nilai PDRB ADHB dapat dihitung kontribusi ekonomi menurut 

sektor perekonomian, sedangkan dari nilai PDRB ADHK, akan didapatkan 

penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Angka PDRB ADHB 

menunjukkan nilai nominal yang lebih besar dibanding ADHK karena 

menggunakan harga di tahun berjalan sebagai dasar penilaian, sedangkan 

PDRB ADHK menggunakan harga tahun dasar 2010 sebagai dasar penilaian. 

Tabel 3.5 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa 

Tengah Tahun 2020 – 2023 (Miliar Rupiah) 

NO  LAPANGAN USAHA ADHB 

2020 2021 2022 2023 

1  Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan  

192.607  196.835  211.491  224.405  
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NO  LAPANGAN USAHA ADHB 

2020 2021 2022 2023 

2  Pertambangan dan 
Penggalian  

33.072  36.628  37.724  38.133  

3  Industri 
Pengolahan  

464.020  486.958  529.613  577.429  

4  Pengadaan Listrik 
dan Gas  

1.309  1.378  1.438  1.559  

5  Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang  

855  915  938  986  

6  Konstruksi  142.206  158.056  172.200  190.320  

7  Perdagangan Besar 
dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor  

181.861  195.399  212.208  230.873  

8  Transportasi dan 
Pergudangan  

30.236  32.076  59.257  69.539  

9  Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum  

40.290  43.040  51.316  57.757  

10  Informasi dan 
Komunikasi  

57.429  60.911  62.593  69.421  

11  Jasa Keuangan dan 
Asuransi  

40.268  42.945  46.921  48.965  

12  Real Estate  23.011  23.742  25.421  27.456  

13  Jasa Perusahaan  5.418  5.650  6.260  6.976  

14  Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib  

36.457  35.853  37.421  39.870  

15  Jasa Pendidikan  63.862  64.584  65.986  70.550  

16  Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial  

13.658  13.800  14.372  15.534  

17  Jasa lainnya  20.665  20.964  24.413  27.023  

PDRB 1.347.222  1.419.735  1.559.571  1.696.795  

Sumber : BPS 2024 
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3.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah antara lain 

digambarkan dengan kondisi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. 

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2023 cenderung 

mengalami penurunan dari 14,56 persen periode Maret 2013 menjadi 10,77 

persen periode Maret 2023. Secara absolut dibandingkan September 2022, 

jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 66,73 ribu orang pada Maret 

2023. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk 

miskin turun sebanyak 39,94 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, 

pada periode September 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin 

perkotaan turun sebesar 30,51 ribu orang dari 10,02 persen menjadi 9,78 

persen, sedangkan di perdesaan turun sebesar 36,22 ribu orang dari 12,05 

persen pada September 2022 menjadi 11,87 persen pada Maret 2023. Jika 

dibandingkan dengan nasional, kondisi angka kemiskinan Jawa Tengah berada 

di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka 

kemiskinan Jawa Tengah pada periode 2013-2023 sejalan dengan angka 

kemiskinan nasional. 

 
Sumber: BPS, 2023 

  

Gambar 3-5 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional Tahun 2013-2023 (Persen)  

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah 

garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan 

kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per 
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kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, garis kemiskinan naik 

sebesar 2,73 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi 

kenaikan sebesar 8,83 persen. Komoditi makanan yang memberikan 

sumbangan terbesar pada GK adalah beras, diikuti dengan rokok kretek filter, 

dan daging ayam ras. Sedangkan komoditi bukan makanan yang berpengaruh 

terhadap GK adalah perumahan, bensin, dan listrik. 

 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata 

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2015–2019 

menurun dari 2,44 pada tahun 2015 menjadi 1,83 pada Maret 2023, yang 

dapat diartikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin baik 

karena semakin dekat dengan garis kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan 

(P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin. Tahun 2013 P2 Jawa Tengah sebesar 0,54 membaik menjadi 

0,41 tahun 2023. Kondisi ini diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran di 

antara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin menurun atau semakin 

baik. 

Kondisi kemiskinan Jawa Tengah yang semakin membaik dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian daerah yang juga semakin baik. Perekonomian Jawa Tengah 

dari tahun ke tahun menujukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil 

menghadapi ancaman dan tekanan global. Sejak tahun 2005, pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada kisaran angka 5 persen, meskipun pada 

tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena 

dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah 

pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,98 persen, 

meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. 

Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik 

geopolitik yang belum berakhir. 
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Sumber : BPS, 2024 

 

Gambar 3-6 Pertumbhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan NAsiolan 

(Persen) 

Pentingnya kualitas dari sumber daya manusia menjadikan pemerintah 

mulai berkonsentrasi untuk membangun kualitas manusia. Guna mengukur 

sejauh mana pembangunan manusia di suatu wilayah, makan digunakanlah 

indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan 

bentuk standar dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di seluruh 

wilayah yang meliputi tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu 

dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi ekonomi, sehingga 

angka IPM akan dapat dibandingkan antar wilayah.  

Dalam penghitungan IPM, tahun 2020 hingga 2023 menggunakan 2 

metode, khususnya pada penghitungan komponen Umur Harapan Hidup 

(UHH) berbasis data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan data 

hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020).  

Hasil penghitungan UHH Jawa Tengah tahun 2023 dengan basis data 

hasil proyeksi penduduk hasil SP2010 tercatat sebesar 74,69 tahun. 

Sementara penghitungan UHH berbasis hasil Long Form SP2020 

menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 74,69 tahun. Pada level provinsi 

hasil penghitungan UHH menunjukkan angka yang sama, namun di level 

Kabupaten Kota terlihat ada perbedaan angka hasil penghitungan UHH. Angka 

ini tidak untuk diperbandingkan namun disandingkan sebagai pengetahuan, 
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bahwa telah dilakukan penghitungan UHH dengan metode dan sumber data 

yang berbeda.  

Sedangkan untuk penghitungan komponen Harapan Lama Sekolah dan 

Rata-rata Lama Sekolah menggunakan sumber yang sama yaitu Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas).  

 

 
Sumber: Data BPS Jateng, 2023 (diolah)  

 

Gambar 3-7 Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 

2020 – 2023  

terlihat bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah maupun secara nasional 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, IPM Jawa 

Tengah naik 0,59 poin menjadi 73,39 dari sebelumnya 72,80. Kenaikan ini 

sedikit melambat jika dibandingkan pada tahun 2022 yang naik 0,63 poin. 

Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas 

pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan 

kualitas pembangunan manusia secara nasional. Persentase pertumbuhan 

IPM Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 0,81%. Pertumbuhan ini lebih 

rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,87%.  

Capaian IPM tertinggi tahun 2023 pada tingkat kabupaten/kota diduduki 

oleh Kota Salatiga sebesar 84,99, lalu diikuti dengan Kota Semarang sebesar 
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84,43 dan Kota Surakarta 83,54. Sedangkan Kabupaten Pemalang memiliki 

capaian IPM terkecil sebesar 68,08, diikuti Kabupaten Banjarnegara sebesar 

69,16 dan Kabupaten Brebes 69,71. Kabupaten Wonogiri mempunyai 

pertumbuhan IPM tertinggi, yakni sebesar 1,31%. Sedangkan Kota Semarang 

dan Kota Surakarta mempunyai pertumbuhan terendah dengan pertumbuhan 

masing-masing yaitu 0,42% dan 0,55%. 

Kinerja pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah yang dapat 

dilihat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan 

kinerja yang baik, terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Jawa Tengah 

tahun 2023 mencapai angka 73,29 meningkat dibandingkan tahun 2022 

yang sebesar 72,79. Kondisi ini didukung dengan peningkatan semua 

komponen IPM, yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 8,01 tahun atau setara 

dengan kelas VIII yang pada tahun 2022 sebesar 7,93 atau setara kelas VII. 

Demikian juga dengan harapan lama sekolah pada tahun 2023 sebesar 12,85 

tahun, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 12,81 tahun. Angka harapan 

hidup Jawa Tengah tahun 2023 juga semakin membaik yaitu sebesar 74,69 

tahun, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 74,57 tahun. 

Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain di sektor pendidikan dengan 

pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah baik melalui pendidikan 

formal maupun non formal, termasuk peningkatan akses layanan 

pembiayaan pendidikan bagi anak usia sekolah yang tidak mampu melalui 

pemberian beasiswa miskin, penyediaan akses pemerataan dan  mutu  

layanan pendidikan, terutama dalam hal  penyediaan  dan pemerataan 

sarana prasarana pendidikan yang sesuai standar, penyediaan tenaga 

pendidik yang berkualitas, serta peningkatan akses layanan pembiayaan 

pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah sesuai dengan 

kewenangan provinsi. 

Kinerja pendidikan di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan selama 14 

tahun terakhir, RLS dan HLS Jawa Tengah di bawah angka nasional. RLS 
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Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia 

mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP atau 8,77 tahun pada 

tahun 2023, sementara Jawa Tengah hanya mampu menyelesaikan 

pendidikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,01 tahun. Demikian pula dengan 

HLS Jawa Tengah yang masih berada di bawah nasional sebesar 12,85 tahun 

pada tahun 2023, sedangkan nasional sudah mencapai 13,15 tahun. 

Meskipun secara capaian absolut RLS dan HLS Jawa Tengah berada di 

bawah nasional, namun rata-rata kinerja pertumbuhannya setara dengan 

nasional. Kinerja HLS mengalami perlambatan sejak tahun 2014, sementara 

RLS cenderung fluktuatif. Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Jawa 

Tengah dibandingkan nasional adalah belum meratanya akses layanan 

pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) 

mencapai 500.000 jiwa di Jawa Tengah, serta kebutuhan pasar tenaga kerja 

yang masih berada pada kategori low skilled. RLS dan HLS dapat 

merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa 

Tengah, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan di 

Jawa Tengah. Untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu 

dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai 

AKM (Asesmen Kompetensi Minimun), Survei Karakter dan Survei 

Lingkungan Belajar dalam platform Rapor Pendidikan yang dirilis oleh 

Kemendikbud. Output dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, 

numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dari seluruh 

kabupaten/kota dan satuan pendidikan di Jawa Tengah, persentase 

kabupaten/kota maupun satuan pendidikan yang mencapai standar 

kompetensi minimum di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 

mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian numerasi masih berada di 

bawah capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 

siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat 

matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis 

konteks yang relevan masih kurang.  



  

55 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Tabel 3.6 Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Provinsi Jawa Tengah  

Tahun 2021-2023  

Indikator 

Tahun 

2021 2022 2023 

Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar 

kompetensi minimum pada sesmen nasional untuk: 
   

a) Literasi Numerasi 8,57 45,71 77,14 

b) Numerasi 0,00 0,00 34,29 

Persentase satuan pendidikan yang mencapai 

standar kompetensi minimum pada asesmen 

nasional untuk: 

   

a) Literasi Numerasi 32,87 48,67 64,89 

b) Numerasi 6,15 19,87 48,02 

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024  

Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan. Di Jawa Tengah ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 

tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi 

tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2020-2023. Tamatan SD, SMP 

dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai kisaran 20 

persen, namun untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat 

kecil yaitu 7 persen. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke 

atas yang tidak/belum pernah sekolah kurang lebih 3-5 persen, termasuk 

tidak tamat SD mencapai 11 – 13 persen. 



  

56 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

Sumber: BPS, 2023 

Gambar 3-8 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023  

Usia harapan hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga 

dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. 

Capaian UHH Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74 tahun. UHH Jawa 

Tengah bahkan melampaui UHH nasional, walaupun laju pertumbuhan UHH 

Jawa Tengah lebih lambat dibandingkan nasional.  

 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022  

Gambar 3-9 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2019-2023 (Tahun)  
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Dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah 

digambarkan bahwa sebanyak lebih dari 68 persen merupakan lulusan SMP 

ke bawah. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja lulusan SMP ke bawah 

menunjukkan kualitas yang masih rendah atau low skill.   

3.2 Kondisi Eksisting Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya 

ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan 

digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi 

dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang 

pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, 

sebagaimana ditunjukkan pada tabe berikut: 

Tabel 3.7 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis 

Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi 

Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2022  

Tahun 

PENDUDUK KELOMPOK UMUR 

7-12 13-15 16-18 

Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tdk 
Sekolah 

Lagi 

Tdk/Blm 
Pernah 

Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tdk 
Sekolah 

Lagi 

Tdk/Blm 
Pernah 
Sekolah 

Masih 
Sekolah 

Tdk 
Sekolah 

Lagi 

2018 0,15 99,76 0 0,35 95,79 3,86 0,35 69,02 30,63 

2019 0,05 99,77 0,18 0,11 96,11 3,78 0,49 69,65 29,86 

2020 0,22 99,73 0,05 0,24 96,37 3,39 0,28 70,14 29,58 

2021 0,32 99,66 0,02 0,32 96,84 2,84 0,28 70,80 28,92 

2022 0,31 99,58 0,11 0,27 96,77 2,97 0,29 70,82 28,89 

Sumber: Susenas, BPS (2023)  

  

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia 

sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian 

dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan 
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terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2022 jumlah ATS Usia 7-18 

tahun di Jawa Tengah sebesar 559.002 jiwa.   

Tabel 3.8 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2022  

TAHUN 

Usia 7-12 th Usia 13-15 th Usia 16-18 th 

Jumlah ATS 
Usia 7-18 

th 

Tdk/Blm   
Pernah   
Sekolah  

Tdk 
Sekolah   
Lagi  

Tdk/Blm  
Pernah  
Sekolah  

Tdk 
Sekolah   
Lagi  

Tdk/Blm   
Pernah   
Sekolah  

Tdk 
Sekolah   
Lagi  

2018  5.031  -  5.814  64.117  6.204  542.899  624.065  

2019  1.688  6.075  1.821  62.577  8.253  502.951  583.365  

2020  7.909  1.798  4.046  57.157  4.816  508.724  584.449  

2021  10.494  656  5.340  47.390  4.715  486.980  555.575  

2022  10.110  3.587  4.499  49.485  4.883  486.438  559.002  
Sumber: Susenas, BPS, diolah (2023)  

  

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius 

terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan 

bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi 

perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk 

penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yaitu sebesar 23,21% (Sumber: Rapor 

Pendidikan Kemendikbud 2023).  

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten   / 
Kota 

SD SMP SMA 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 Kabupaten 

 Cilacap 99.43 99.98 99.76 85.04 85.44 83.69 63.12 62.05 59.02 

 Banyumas 98.90 99.96 99.62 81.54 81.22 82.38 68.39 65.32 64.95 

 Purbalingga 96.30 93.70 93.98 80.96 80.32 82.13 56.50 57.08 53.67 

 Banjarnegara 96.79 99.96 99.48 79.69 79.19 82.47 50.82 50.44 46.91 

 Kebumen 99.56 99.67 99.74 81.17 80.84 80.61 71.28 70.68 71.05 

 Purworejo 98.36 99.99 99.69 77.99 78.60 84.60 73.67 73.09 72.57 

 Wonosobo 98.19 97.92 97.91 77.61 77.95 81.63 45.50 48.87 52.23 

 Magelang 98.65 97.56 97.75 79.29 79.94 80.12 55.33 55.68 61.02 

  Boyolali 98.63 96.07 96.60 82.21 82.84 82.97 56.20 58.26 69.85 
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Kabupaten   / 
Kota 

SD SMP SMA 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

  Klaten 97.95 95.55 97.61 81.56 82.80 79.50 73.04 69.53 65.46 

  Sukoharjo 97.53 99.82 99.67 81.59 82.00 78.27 63.26 63.08 72.91 

  Wonogiri 97.56 99.31 98.93 85.79 87.44 80.22 73.31 74.37 64.73 

  Karanganyar 97.98 95.69 96.18 88.19 81.89 84.52 66.97 68.14 75.17 

  Sragen 95.28 97.91 98.37 78.06 78.18 77.50 74.73 75.56 74.02 

  Grobogan 99.08 99.90 99.64 80.83 81.41 76.44 50.26 50.24 45.47 

  Blora 95.95 99.90 99.75 77.56 77.49 83.74 57.83 58.59 75.70 

  Rembang 96.34 98.04 97.84 82.13 81.61 78.20 55.47 54.93 65.29 

  Pati 99.24 95.48 95.92 80.68 80.10 83.49 63.50 63.71 64.22 

  Kudus 98.33 99.77 99.72 75.91 76.76 72.57 67.97 68.76 62.87 

  Jepara 98.00 99.72 99.45 78.77 78.17 82.45 60.36 60.80 58.22 

  Demak 98.08 94.11 94.60 80.62 80.06 82.11 59.10 61.36 63.07 

  Semarang 98.23 99.59 99.49 77.63 77.70 78.20 56.18 56.18 65.55 

  Temanggung 97.39 99.94 99.34 75.07 75.81 84.49 58.33 59.29 65.58 

  Kendal 95.28 96.23 96.60 74.87 74.78 85.59 63.98 64.00 69.03 

  Batang 96.43 96.98 97.89 79.88 79.62 81.50 54.80 54.21 54.48 

  Pekalongan 97.47 96.19 97.73 79.57 78.93 78.22 46.14 55.22 53.41 

  Pemalang 98.49 99.87 99.07 79.51 79.42 82.92 48.18 51.91 51.09 

  Tegal 99.19 97.37 97.92 80.52 80.98 84.10 55.14 56.97 57.96 

  Brebes 99.18 99.99 99.41 83.36 83.89 85.17 52.85 52.27 54.28 

Kota  

Magelang 99.05 99.87 99.96 83.33 84.69 78.10 70.82 71.97 74.68 

Surakarta 99.23 99.47 99.41 83.49 82.32 85.31 67.21 67.76 66.32 

Salatiga 99.05 99.53 99.97 75.43 75.90 81.72 63.54 64.08 67.64 

Semarang 99.58 99.97 99.75 90.86 91.26 80.17 70.23 70.24 61.01 

Pekalongan 99.11 99.78 99.56 75.97 76.53 82.33 55.04 55.28 64.39 

Tegal 99.48 98.40 98.34 74.81 74.75 78.39 63.08 63.08 60.24 
Sumber: BPS,2024 

 

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan 

juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang 

direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.APK 

SMA/SMK/Sederajat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh 

hingga 1,16 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih 

tinggi dari pertumbuhan APK SMA/SMK/Sederajat Nasional yang hanya 

tumbuh sebesar 0,99 persen.  



  

60 
 

KAJIAN ANALISIS REGULASI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APM) di Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten / 
Kota 

SD SMP SMA 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Kabupaten           

Cilacap 103.66 102.20 104.38 95.82 91.97 89.58 91.50 91.40 89.79 

Banyumas 108.61 108.48 108.70 85.34 81.22 86.37 108.66 107.57 93.18 

Purbalingga 108.46 107.19 103.44 92.96 97.10 106.76 69.89 71.77 80.89 

Banjarnegara 101.10 103.03 103.80 100.82 93.42 97.29 70.02 68.95 61.98 

Kebumen 107.92 108.17 108.92 92.67 91.75 83.83 102.46 102.43 96.59 

Purworejo 99.99 100.77 105.15 96.91 94.51 92.22 95.57 95.41 96.81 

Wonosobo 107.10 106.74 104.60 90.45 95.79 99.21 57.43 57.08 67.37z 

Magelang 107.09 105.92 104.84 91.54 106.74 101.29 67.70 68.84 82.84 

Boyolali 105.36 104.86 104.89 102.53 111.70 99.11 79.36 79.22 99.06 

Klaten 102.17 103.03 101.80 96.65 93.86 92.82 106.85 106.46 100.26 

Sukoharjo 102.21 103.50 103.95 100.67 97.94 91.76 84.16 83.90 108.18 

Wonogiri 109.42 109.71 103.60 95.24 96.73 90.39 90.30 89.97 84.10 

Karanganyar 104.05 103.01 102.73 103.99 110.19 96.03 75.34 81.08 101.63 

Sragen 101.26 102.56 103.51 96.32 87.92 85.26 108.05 108.20 104.87 

 Grobogan 109.53 110.30 108.07 90.85 88.21 85.00 92.47 91.02 78.21 

Blora 109.24 108.49 104.67 97.06 99.32 85.15 85.16 85.16 89.76 

Rembang 107.03 105.99 104.00 99.89 94.50 98.24 71.94 72.85 81.47 

Pati 107.52 105.73 100.19 93.93 88.24 95.27 102.60 102.10 95.08 

Kudus 105.69 107.39 106.71 86.90 91.21 81.55 92.16 90.89 95.42 

Jepara 111.89 111.25 106.79 93.65 89.48 90.54 90.31 90.74 88.91 

Demak 107.05 107.60 104.63 100.36 92.51 96.94 100.07 96.72 90.88 

Semarang 106.16 106.70 105.60 98.00 93.47 88.54 80.91 79.91 88.18 

Temanggung 103.92 102.96 106.52 101.11 108.03 93.04 75.27 76.14 101.33 

Kendal 105.05 104.64 106.33 93.02 84.15 92.99 106.32 103.84 94.34 

Batang 111.05 109.61 109.13 92.28 95.20 96.62 72.27 71.24 73.98 

Pekalongan 109.80 107.31 104.49 98.46 99.72 98.83 62.30 62.30 68.94 

Pemalang 107.79 107.49 105.02 88.86 91.53 94.25 72.03 73.82 69.10 

Tegal 103.93 103.54 103.55 89.15 101.40 98.70 78.78 78.76 77.88 

Brebes 108.56 108.84 104.77 89.71 93.65 101.16 73.73 73.36 77.17 

Kota  

Magelang 104.06 104.72 104.77 98.57 106.05 91.01 88.16 89.46 107.97 

Surakarta 106.24 106.55 105.59 94.04 98.37 103.40 79.62 81.05 95.71 

Salatiga 107.03 106.58 106.05 84.12 84.62 84.15 118.12 119.89 112.30 

Semarang 102.66 103.03 102.43 95.00 91.26 84.92 105.01 104.23 102.59 

Pekalongan 111.96 111.33 107.79 80.69 80.07 88.63 76.12 77.40 84.15 

Tegal 110.91 111.02 109.45 89.63 86.51 87.01 84.39 84.07 91.78 
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Sumber: BPS, 2023  

  

Gambar 3-10 APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional 

Tahun 2018-2023  

  

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa 

Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota 

belum merata. APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat 

bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan 

adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. 

Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan 

telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi 

pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di 

sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas 

layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada 

perkembangan angka APK Kabupaten Pati yang cenderung mengalami 

peningkatan sementara APK Kabupaten Demak cenderung menurun yang 

berarti dapat diindikasikan adanya pemerataan antar wilayah. Melalui zonasi 

ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit 

untuk menempuh pendidikan.  
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Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih 

menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan 

sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses 

pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana 

prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat 

menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. 

Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama 

pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. 

Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai 

dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan 

SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari 

hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2023 menunjukkan hasil 

yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah 

mencapai 92,53% pada tahun 2022.  Kondisi ini menggambarkan adanya 

kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha 

daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.  

Tabel 3.11 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2022-2023  

Uraian 
Skor Rapor Pendidikan 

2022 2023 

Penyerapan lulusan SMK  38,51  92,53  

Kuliah  11,58  13,74  

Bekerja  38,51  60,71  

Wirausaha  27,72  18,07  

Kesesuaian bidang kerja  28,90  64,69  

Masa tunggu (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)  8,92  3,25  

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2023  

  

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan 

keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan 

Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan 

fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program Center of Excellent 

(CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.   
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Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut 

diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di 

Jawa Tengah masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 

dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.  

   

Tabel 3.12 Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan  

Tahun 2018-2022  

Uraian  

2018 2019 2020 2021 2022 

Sudah 
D4/S1  

Belum 
D4/S1  

Sudah 
D4/S1  

Belum 
D4/S1  

Sudah 
D4/S1  

Belum 
D4/S1  

Sudah 
D4/S1  

Belum  
D4/S1  

Sudah 
D4/S1  

Belum  
D4/S1  

Kualifikasi 
Guru  

SMA  98,15  1,85  89,50  10,50  97,18  2,82  98,83  1,17  99,05  0,95  

SMK  65,80  34,20  89,46  10,54  96,34  3,66  97,35  2,65  97,59  2,41  

Sumber: BPS, 2023  

  

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras 

pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi 

rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2022, ruang kelas dengan 

kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 2,47 

persen dan 0,73 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari 

meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah 

longsor dan gelombang pasang) pada tahun yang sama di Jawa Tengah. 

Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan 

peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik 

dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.   

Tabel 3.13 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK 

di Jawa Tengah Tahun 2018-2022  

URAIAN  

TAHUN PER JENJANG 

2018 2019 2020 2021 2022 

SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  

Rusak 
berat  

2,14  1,24  1,28  0,69  0,00  0,00  0,00  0,00  2,47  0,73  
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URAIAN  

TAHUN PER JENJANG 

2018 2019 2020 2021 2022 

SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  SMA  SMK  

Rusak 
ringan/ 
sedang  

46,58  52,55  70,17  69,06  41,59  44,28  42,76  46,90  23,66  27,35  

Baik  51,29  46,20  28,55  30,26  58,41  55,72  57,24  53,10  73,87  71,92  

Sumber: BPS, 2023  

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari 

segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta 

mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah 

kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan 

operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum 

mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami 

peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB. 

Tabel 3.14 Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan   

Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023  
 

Tahun  Jenjang Pendidikan  Literasi  Numerasi  Karakter  

2022  

SMA  80,02  56,03  57,99  

SMK  65,00  56,04  57,44  

SDLB  79,10  75,40  55,89  

SMPLB  65,38  64,50  56,58  

SMALB  50,00  41,95  57,25  

2023  

SMA  79,51  67,80  59,02  

SMK  62,48  70,01  58,81  

SDLB  75,98  76,19  58,28  

SMPLB  51,20  48,29  58,21  

SMALB  38,37  45,31  56,39  

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2023.  
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Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui 

kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. 

Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang 

mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku 

berdasarkan nilai nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, 

kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan 

terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi 

dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai 

karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, 

namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.    

Transformasi digital menuntut pemahaman dan skill/keterampilan 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan 

bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh 

lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok 

usia muda produktif.  

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum baru dapat 

mengurangi dampak pandemi khususnya pada literasi dan numerasi 

(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). 

Efektivitas kurikulum tersebut semakin menguatkan pentingnya perubahan 

rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. 

Namun, karena adanya beberapa pertimbangan yaitu salah satunya kesiapan 

dari masing masing satuan pendidikan, saat ini pemerintah memberikan 

kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Terdapat tiga opsi 

kurikulum yaitu: kurikulum 13 secara keseluruhan, kurikulum darurat 

(kurikulum 13 yang disederhanakan), dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 

merupakan kurikulum yang sudah digunakan dari sebelum adanya pandemi. 

Kurikulum darurat atau kurikulum 13 yang disederhanakan adalah kurikulum 

yang digunakan saat awal pandemi untuk mitigasi. Sedangkan kurikulum 

merdeka adalah kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih 
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fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi Covid-

19 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). 

Sebelum pemerintah membuka pendaftaran aplikasi kurikulum 

merdeka, uji coba terbatas telah dilakukan pada tahun 2021 melalui 2.500 

sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 sekolah yang 

mengikuti SMK Pusat Keunggulan (PK) (Kompas, 2023). Pada tahun ajaran 

2023/2024 jumlahnya semakin bertambah hingga 256.568 satuan pendidikan 

atau lebih dari 50 persen yang berpartisipasi mengimplementasikan 

kurikulum merdeka (Medcom.id, 2023). Bagi satuan pendidikan yang baru 

pertama kali menggunakan kurikulum merdeka, dianjurkan untuk 

diimplementasikan pada kelas I, IV, VII, dan X (Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Sedangkan untuk yang sudah 

memasuki tahun kedua, disarankan untuk diterapkan pada kelas I, kelas II, 

kelas IV, kelas V, kelas VII, kelas VIII, kelas X, atau kelas XI. Satuan pendidikan 

yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka diberikan tiga 

tingkatan opsi mulai dari level pemula hingga lanjutan (Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pertama mandiri 

belajar, yaitu menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan 

kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip 

kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kedua 

mandiri berubah, menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam 

mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-

prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. 

Ketiga mandiri berbagi, menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam 

mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-

prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, 

dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan 

pendidikan lain. 

Pada kurikulum merdeka, sebelum kegiatan belajar dilakukan, guru 

merancang suatu rencana pembelajaran yang mencakup asesmen formatif 

yang dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen sumatif yang dilakukan di 

akhir pembelajaran (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
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Teknologi, 2023). Dengan asesment formatif, guru akan mengetahui kesiapan 

peserta didik untuk mempelajari materi yang sudah dirancang. Hasil asesmen 

formatif dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam mengajar 

apakah perlu melakukan modifikasi atau penyesuaian pada rencana 

pembelajaran yang sebelumnya telah disusun. Selama proses pembelajaran, 

asesmen formatif juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Hasil asesmen akhir tersebut juga bisa digunakan sebagai 

asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Perubahan mekanisme belajar 

di sebagian sekolah yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka 

tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap kesiapan siswa dan adaptasinya 

terhadap pola pembelajaran. Jumlah sekolah di bawah kementrian 

Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.15 Jumlah sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 

Berdasarkan Satuan Pendidikan 

No Wilayah SD SMP SMA SMK SLB Total 

 Kabupaten 

1 Banjarnegara 616 100 12 27 3 758 

2 Banyumas 817 167 38 80 4 1106 

3 Batang 454 76 16 29 1 576 

4 Blora 592 102 24 55 7 780 

5 Boyolali 585 101 31 42 11 770 

6 Brebes 888 167 33 91 2 1181 

7  Cilacap 1.035 195 42 67 7 312.035 

8 Demak 488 89 32 58 1 668 

9 Grobogan 806 138 34 56 4 1038 

10 Jepara 601 100 23 49 1 774 

11 Karanganyar 479 85 18 33 14 629 

12 Kebumen 747 123 23 66 6 965 

13 Kendal 568 113 34 49 6 770 

14 Klaten 707 119 26 50 14 916 

15 Kudus 425 54 17 29 5 530 

16 Magelang 596 135 37 45 3 816 

17 Pati 679 97 29 48 4 857 

18 Pekalongan 502 90 18 35 1 646 
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No Wilayah SD SMP SMA SMK SLB Total 

19 Pemalang 739 118 23 51 2 933 

20 Purbalingga 472 77 16 34 2 601 

21 Purworejo 489 92 23 41 3 648 

22 Rembang 376 60 15 27 2 480 

23 Semarang 502 101 27 43 9 682 

24 Sragen 557 92 24 54 7 734 

25 Sukoharjo 447 78 28 32 7 592 

26 Tegal 681 117 26 64 2 890 

27 Temanggung 434 86 17 21 1 559 

28 Wonogiri 773 116 21 45 9 964 

29  Wonosobo 460 108 17 30 3 618 

 Kota 

30 Magelang 74 20 13 19 4 130 

31 Pekalongan 103 30 11 13 2 159 

32 Salatiga 80 31 8 19 7 145 

33 Semarang 510 199 72 86 15 882 

34 Surakarta 231 72 32 49 17 401 

35 Tegal 136 34 10 20 2 202 

Total 17.615 3.482 870 1.557 188 23.712 
Sumber: Dapodik, 2024 

 

Tabel 3.16 Jumlah Tenaga Pendidik / Guru Pada Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2024 

NO Wilayah 
Jenjang Pendidikan 

SD SMP SMA SMK SLB Total 

 Kabupaten 

1 Banjarnegara 3.709 1.570 417 933 66 1.419.709 
2 Kab. Banyumas 7.059 3.427 1.152 2.392 57 71.030 
3 Batang 3.374 1.272 406 742 24 1.176.646 
4 Blora 4.348 1.569 566 1.213 85 658.130 
5 Boyolali 4.364 1.795 877 1.282 91 975.441 
6 Brebes 6.836 3.315 1.118 2.212 33 46.481 
7 Cilacap 7.891 3.700 1.040 2.086 89 98.977 
8 Demak 4.379 1.479 927 1.019 30 963.877 
9 Grobogan 5.556 2.174 860 1.326 49 918.056 
10 Jepara 4.715 1.794 728 1.369 39 774.878 
11 Karanganyar 4.292 1.91 655 1.048 159 821.250 
12 Kebumen 5.664 2.139 663 1.990 117 787.803 
13 Kendal 4.504 2.156 816 1.278 114 937.938 
14 Klaten 5.442 2.501 880 1.662 128 1.017.605 
15 Kudus 3.56 1.252 605 970 113 1.692.812 
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NO Wilayah 
Jenjang Pendidikan 

SD SMP SMA SMK SLB Total 

16 Magelang 4.696 2.132 899 1.155 44 950.983 
17 Pati 5.415 2.068 898 1.367 84 990.850 
18 Pekalongan 3.786 1.653 532 1.149 24 562.588 
19 Pemalang 5.546 2.828 750 1.662 66 826.036 
20 Purbalingga 3.931 1.752 547 1.181 49 602.864 
21 Purworejo 3.696 1.455 552 1.120 49 606.151 
22 Rembang 3.225 1.200 497 696 40 1.236.225 
23 Semarang 4.62 2.165 694 1.174 81 782.959 
24 Sragen 4.636 1.905 657 1.754 111 776.295 
25 Sukoharjo 4.155 1.87 904 1.124 116 1.027.149 
26 Tegal 5.815 2.466 644 2.108 50 704.389 
27 Temanggung 3.346 1.413 383 752 40 1.179.759 
28 Wonogiri 4.722 1.935 689 1.170 83 778.657 
29 Wonosobo 3.351 1.625 511 832 43 1.390.976 
 Kota 

30 Magelang 804 596 357 528 70 2.355 
31 Pekalongan 1.251 689 253 479 36 1.458.251 
32 Salatiga 1.057 678 287 551 74 1.591.057 
33 Semarang 6.539 3.591 1.801 2.210 193 204.931 
34 Surakarta 3.319 1.881 1.100 1.491 206 212.691 
35 Tegal 1.249 800 365 591 38 1.795.249 

Total 954.048 2.820.522 18.823.070 7.105.052 2.691 3.2393.69 
Sumber: Dapodik, 2024 

 

Tabel 3.17 Jumlah Peserta didik pada Tahun 2024 berdasar jenjang 

Pendidikan 

No Wilayah 
Jenjang pendidikan 

SD SMP SMA SMK SLB Total 

 Kabupaten 

1 Banjarnegara 70.784 31.069 8.262 19.002 569 129.686 

2 Banyumas 126.032 67.233 21.216 49.157 644 264.282 

3 Batang 59.991 23.969 6.656 14.489 279 105.384 

4 Blora 60.730 28.062 9.554 21.124 587 120.057 

5 Boyolali 61.032 34.065 15.770 21.746 546 133.159 
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No Wilayah 
Jenjang pendidikan 

SD SMP SMA SMK SLB Total 

6 Brebes 147.016 57.765 20.590 39.600 328 265.299 

7 Cilacap 143.504 65.284 19.271 43.017 1.065 272.141 

8 Demak 91.907 27.719 16.304 16.774 287 152.991 

9 Grobogan 111.956 41.841 18.122 26.270 420 198.609 

10  Jepara 80.082 30.811 13.851 21.742 474 146.960 

11 Karanganyar 60.509 32.528 11.354 18.355 959 123.705 

12 Kebumen 101.361 42.969 13.333 36.116 830 194.609 

13 Kendal 77.491 37.005 14.527 24.284 888 154.195 

14 Klaten 83.027 46.828 17.237 28.478 1.036 176.606 

15 Kudus 50.073 23.355 10.552 18.450 830 103.260 

16 Magelang 76.739 38.722 15.673 21.221 297 152.652 

17 Pati 81.392 33.369 14.946 22.960 495 153.162 

18 Pekalongan 68.204 30.855 9.383 20.354 377 129.173 

19 Pemalang 127.461 50.717 13.122 33.275 626 225.201 

20 Purbalingga 65.569 33.011 11.721 22.999 427 133.727 

21 Purworejo 57.802 26.988 9.266 17.734 514 112.304 

22 Rembang 47.745 18.245 8.826 11.602 324 86.742 

23 Semarang 69.158 36.218 13.958 21.250 657 141.241 

24 Sragen 66.405 34.581 11.425 27.874 832 141.117 

25 Sukoharjo 52.226 31.949 15.319 19.304 650 119.448 

26 Tegal 126.820 47.920 11.913 39.475 650 226.778 

27 Temanggung 50.439 27.922 7.330 14.616 280 100.587 

28  Wonogiri 63.292 35.061 11.370 21.238 707 131.668 

29  Wonosobo 64.780 29.540 9.802 14.814 294 119.230 

 Kota  
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No Wilayah 
Jenjang pendidikan 

SD SMP SMA SMK SLB Total 

30 Magelang 12.399 9.844 5.752 7.649 448 36.092 

31 Pekalongan 19.462 11.516 3.952 8.039 361 43.330 

32 Salatiga 15.081 10.514 4.667 8.177 505 38.944 

33 Semarang 125.395 63.223 30.909 36.266 1.325 257.118 

34 Surakarta 54.075 30.591 19.412 22.917 1.127 128.122 

35 Tegal 22.599 13.309 6.197 8.662 330 51.097 

Total 2.592.538 1.204.598 451.542 799.030 20.968 5.068.676 

Sumber: Dapodik, 2024 
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BAB 4  

PENUTUP  

Demikian Laporan Pendahuluan Kajian Analisis Regulasi Penyelenggaran 

Sistem Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kami susun sebagai langkah awal 

persamaan persepsi antara penyedia jasa dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

terutama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai pengguna Jasa. 

Laporan Pendahuluan Kajian Analisis Regulasi Penyelenggaran Sistem Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah sangatlah penting dalam analisis terkait Regulasi pada 

Penyelenggaran Sistem Pendidikan, Laporan Pendahuluan ini, memuat tentang 

latar belakang, maksud tujuan, metode pelaksanaan, landasan hukum  dimana hal 

tersebut perlu di diskusikan dan mendapatkan masukan baik data dan informasi 

dari tim teknis dan perangkat daerah terkait, agar mendapatkan hasil yang optimal 

dalam penyusunan Kajian ini. 

Harapan besar melalui Kajian Analisis Regulasi Penyelenggaran Sistem 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi formulasi tepat bagi 

pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam 

Penyelenggaran Sistem Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 
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